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PEDOMAN TRANSLITERASI 

ARAB-LATIN 

 

 

Penulisan transeliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini 

menggunakan pedoman transeliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 

dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Aliĭf Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Bă‟ B be ة

 Tă‟ T te ت

 Ṡă‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jīm J je ج

 Ḥă‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khă‟ Kh ka dan ha خ

 Dăl D de د

 Żăl Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ră‟ R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣăd ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍăd ḍ de (dengan titik di bawah) ض
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 Ṭă‟ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓă‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 Gain G ge غ

 Fă‟ F ef ف

 Qăf Q qi ق

 Kăf K ka ك

 Lăm L „el ل

 Mĭm M „em و

ٌ Nŭn N „en 

 Wăwŭ W w و

ِ Hă‟ H ha 

 hamzah „ apostrof ء

 - yă‟ Y ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta’addidah دة يتعّد

 Ditulis ‘iddah عدّة

 

C. Ta’ Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h   

 Ditulis ḥikmah حكًة

 Ditulis jizyah جسية
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  (Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

الأونيبء كراية  Ditulis Karămah al-auliyă’ 

 

3. Bila ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat,  fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h 

انفطر زكبة  ditulis Zakăh al-fiṭri 

 

D. Vokal Pendek 

 Fathah فعل
ditulis A 

ditulis fa'ala 

  kasrah ذكر
ditulis i  

ditulis żukira 

 Dammah يذهب
ditulis u 

ditulis yażhabu 

 

E. Vokal Panjang  

1. 
fathah + alif ditulis ă 

 ditulis jăhiliyah جبههية

2. 
fathah + ya’ mati ditulis ă 

  ditulis tansă تُـسى

3. 
kasrah + ya’ mati ditulis ĭ 

 ditulis karĭm كـريى

4. 
dammah + wawu mati ditulis ŭ 

  ditulis fur ŭḍ فروض
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F. Vokal Rangkap 

1. 
fathah + ya’ mati ditulis ai 

  ditulis bainakum بيُكى

2. 
fathah + wawu mati ditulis au  

 ditulis qaul قول

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan  dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 

 ditulis a’antum أأَتى

ت أعد  ditulis u’iddat 

شكـرتى نئٍ  ditulis la’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif +Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "Ґ" 

رآٌانق  ditulis al-Qur’ăn 

 ditulis al-Qiyăs انقيبش

2. Bila diikuti huruf  Syamsiyyah  ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf  "l" (el) nya. 

 ’ditulis as-Samă انسًبء

 ditulis asy-Syams انشًص

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 ditulis żawҐ al-furŭḍ انفروض ذوي

انسُة أهم  Ditulis ahl as-Sunnah 
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ABSTRAK 

Pengalaman sejarah dalam pengelolaan haji di negeri ini sudah cukup lama, 

bahkan jauh sebelum negeri ini lahir, penyelenggaran haji sudah dilaksanakan 

baik secara mandiri maupun berkelompok hingga muncul Dirjen Penyelenggaraan 

Haji dan Umrah. Implementasinya pemerintah dituntut bertanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan haji yang menjadi agenda rutin nasional setiap tahun. 

Bahkan, telah ditunggu (waiting lish) oleh calon jemaah haji hingga 18-25 tahun 

mendatang, di Malaysia mencapai 94-106 tahun. Namun sayang, masih banyak 

perdebatan dalam pelaksanaannya baik dari segi penggunaan akad, pengelolaan 

keuangan haji, sarana hingga SDM yang belum memadai. Selain itu, jarang sekali 

disentuh dan dilakukan studi oleh akademisi secara mendalam. Oleh karena itu, 

studi ini dimaksudkan untuk melakukan perbandingan konstruksi akad terkait 

penyelenggaraan haji yang berimplikasi pada pengelolaan keuangan haji dengan 

pendekatan bisnis dan investasi. 

Sebagai suatu studi yang menggunakan metode kualitatif, studi ini 

menggunakan model kodifikasi-dokumentasi dari sejumlah reference kepustakaan 

yang terdiri dari bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier. Data tersebut 

kemudian dikaji secara deskriptif, analitis, dan kritis. Fokus studi ini untuk 

menelaah data di yang telah diperoleh menggunakan pendekatan komparatif-

normatif, yaitu dengan menggali informasi mengenai akad, implikasi akad 

terhadap pengelolaan keuangan haji di Indonesia dan Malaysia.  

Dengan menggunakan kerangka kerja di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa; Pertama, konstruksi akad haji pada masing-masing negara adalah 

Indonesia menggunakan Akad Wakalah, Malaysia menggunakan skema Akad 

Wadi’ah Yad adh-Dhamanah. Penulis menyimpulkan bahwa kedua akad di atas 

telah sah (ṣaḥiḥ) secara syarak karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, 

namun dengan catatan bahwa masih dimungkinkan untuk menggunakan skema 

akad lain misalkan akad tidak bernama yang kemudian dinamai dengan ”akad 

haji” pada awal penyetoran atau pendaftaran calon jemaah haji dan hal inilah yang 

mestinya juga digali oleh pemerintah di kedua negara. 

Kedua, Implikasi dari kedua akad di atas berlaku bagi kedua pihak, tidak 

lain adalah akibat hukum akad yang melekat pada kedua pihak yang berakad 

maupun terhadap isi dari akad itu sendiri. Dalam arti bagi calon jemaah haji 

haruslah mematuhi tata tertib-aturan dari pemerintah. Bagi pemerintah selaku 

pamangku tanggung jawab dari jemaah haji memberikan pembinaan, fasilitas dan 

jaminan keamanan. Begitu juga pengelolaan keuangan ada konsekuensi syarak 

yang mengisyaratkan untuk dikelola dengan pendekatan bisnis serta investasi, 

mestinya transparansi dan kesyariahannya tetap terjaga. 

Ketiga, hasil dari beberapa perbandingan konsep dan mekanisme 

pengelolaan keuangan haji, bagi penulis Indonesia jauh lebih rumit ketimbang 

Malaysia. Namun, dibalik kerumitan itu dapat disimpulkan bahwa dengan 

berbekal pengalaman dan sistem yang dipersiapkan sedemikian rupa Indonesia 

lebih siap untuk melakukan reaktualisasi nilai-nilai yang telah disepakati. Begitu 

pula manajemen investasi yang baru hanya sebatas pada empat instrumen 

keuangan Islam, akan bertambah dan merambah pada sektor lain. 

 Kata Kunci : Akad, Pengelolaan Keuangan Haji, Indonesia-Malaysia 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

 

A. Latar Belakang  

Kesadaran masyarakat Islam di Indonesia untuk melaksanakan rukun Islam 

yang ke-lima (menunaikan ibadah haji) cukup tinggi. Hal ini dibuktikan 

banyaknya jumlah daftar tunggu (waiting lish) calon jemaah haji yang mencapai 

diangka 3.700.000 orang pengantri. Ditaksir mencapai belasan bahkan puluhan 

tahun dibeberapa daerah, misalkan di Sulawesi yang mencapai 27 tahun. Jika 

dibandingkan dengan negara tetanga misalkan Malaysia memang masih sedikit, di 

Malaysia waiting lish calon jemaah haji mecapai 90 tahun bahkan up date yang di 

rilis oleh TH mencapai 106 tahun.  

Pemerintah mewajibkan kepada calon jemaah haji untuk menyetorkan Biaya 

Penyelenggaraan Ibabadah Haji (BPIH) di tahap awal sejumlah 25 juta. Tentu 

dengan panjangnya waiting lish calon jemaah haji berdampak pada penumpukan 

dana yang jumlahnya sangat fantastis. Di Indonesia jumlahnya mencapai 100 T, 

hampir separuhnya negara tetangga Malaysia di atas 250 T. Melihat potensi ini, 

pemerintah mulai menyadari bahwa perlu pengelolaan keuangan haji secara 

profesional dengan pendekatan bisnis dan investasi.  

Dalam kaidah syarak “hukum asal dari sasuatu (muamalah) adalah mubah 

sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau 

mengharamkannya).”
1
 Kaidah inilah yang menjadi dasar bahwa pengelolaan dana 

                                                           
1
 Kaidah fikih dalam muamalah ini berbunyi: الأصم فى الأشيبء الِإ بب حة حتَّى يد لّ اندّنيم عهى انتَّحريى 



2 

 

  

 

haji untuk bisnis, investasi, pembangunan infratruktur boleh-boleh saja selama 

sesuai dengan kaidah syarak yang berlaku.
2
 Akan tetapi kaidah ini tidak bisa 

berselancar sendiri tanpa memperhatikan al Quran dan al-Hadis sebagai rujukan 

utama dalam Islam seperti QS. an-Nisa [4] ayat 29
3
 dan QS. Ali Imran [3] ayat 

130 bahwa kita tidak boleh memakan harta sesama kita dengan cara yang batil 

kecuali dengan perniagaan yang suka sama suka (sama-sama rida). Begitu juga 

segala macam transaski harus terbebas dari unsur riba seperti yang tergambar pada 

QS. ar-Rum [30] ayat 39, QS. an-Nisa [4] ayat 160-161, QS. Ali Imran [3] ayat 

130 dan QS. al-Baqarah [2] ayat 278-279. Selain harus tunduk pada ketentuan al 

Qur‟an dan al-Hadis, investasi ini juga harus melalui rukun dan syaratnya. 

Terobosan baru terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana haji telah 

diwacakan oleh pemerintah Indonesia. Meskipun bukan hal baru, karena selama ± 

10 (sepuluh) tahun terakhir telah dikelola dan disimpan dalam bentuk Deposito 

Syari‟ah, Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 

atau di kenal dengan Sukuk atau Obligasi Syari‟ah. Setidaknya penempatan dana 

haji saat ini per 30 Juni 2017 sebesar Rp 99 triliun, Rp 36,7 triliun di antaranya di 

tempatkan di SBSN, sisanya Rp 62,3 triliun ditempatkan di perbankan syariah.
4
 

                                                           
2
 Investasi berasal dari bahasa Inggris investment yang berarti „menanam‟. Menurut istilah 

penanaman dana atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan yang tidak dapat diperhitungkan. Dalam Islam, investor diharuskan 

melihat aturan yang telah termaktub di dalam al-Qur‟an dan al-Hadist di antaranya adalah halal 

haramnya investasi, riba, kerusakan lingkungan, spekulasi dan unsur judi. Pengertian ini dapat 

dilihat dalam Jusmaliani dkk, Investasi Syari’ah; Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik, 

cet. pertama (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 5. 
 
3
 QS. an-Nisa‟ [4]: 29. 

 
4
 Sulasi Rongiyati, “Persektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur”, 

Majalah Info Singkat Hukum; Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. IX, No. 

15/I/Puslit/Agustus/2017. lm. 1-4.  
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Wacana tersebut mendapat respon positif dari berbagai kalangan, seperti 

yang diungkapkan oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifudin bahwa  dana 

setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dapat diproduktifkan, 

termasuk untuk pembangunan infrastruktur selama memenuhi prinsip-prinsip 

syari‟ah, penuh dengan kehati-hatian, jelas mendatangkan manfaat terutama bagi 

jemaah haji khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Hal senada juga diungkapkan oleh KH. Ma‟ruf Amin Ketua Majelis Ulama 

Indoensia (MUI) yang menegaskan bahwa investasi boleh-boleh saja malah justru 

harus lebih berani dipergunakan untuk pembangunan infrstruktur, perbaikan jalan, 

pengadaan transportasi dan lain-lain sebagainya. Selain itu, dana haji juga dapat 

diinvestasikan dalam rangka membantu menyelesaikan proyek pembangunan 

yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Namun, kehati-hatian sangat di utamakan 

dalam penggunaannya karena disamping mempertimbangkan efektifitas 

kemanfaatannya juga perlu diatur dengan peraturan yang jelas agar mengurangi 

resiko dalam penggunaanya.  

 Dukungan serupa juga diungkapkan oleh anggota Badan Pengelola 

Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu yang menyatakan kesiapan BPKH
5
 

untuk melaksanakan keputusan tersebut baik investasi untuk pembangunan 

infrastruktur dan melakukan kajian pemetaan terkait investasi lain yang dapat di 

lakukan. Namun yang menjadi pertanyaan apakah tepat jika dana haji 

dikembangkan untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur, real eastate, 

                                                           
5
 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia didirikan pada 26 Juli tahun 2017, 

dengan dasar yuridis Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. 
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pembuatan jalan yang semuanya itu dengan konsep bisnis? Sementara calhaj 

(calon haji atau calon jemaah haji) memberikan uangnya untuk keperluan ibadah 

yaitu haji. 

Pernyataan pihak BPKH tersebut, disesalkan oleh Yusril Ihza Mahendra 

(Pakar Hukum Tata Negara dan Ketua Umum PBB)  menurutnya walaupun 

pemerintah menyebutkan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-

proyek yang kecil risikonya, namun semua itu tetaplah harus dianggap sebagai 

pinjaman pemerintah kepada umat Islam. risiko bisa saja terjadi, sehingga bisa 

saja pemerintah suatu ketika gagal memberangkatkan jemaah haji. Padahal umat 

Islam ada yang telah menjual tanah, sawah dan ladang untuk membiayai 

perjalanan haji mereka. 

Di sisi lain, umat Islam Indonesia sendiri merasa terpinggirkan di negerinya 

sendiri, dengan banyaknya tekanan kepada ormas-ormas Islam, para ulama, 

habaib dan muballigh. Dalam situasi seperti itu, kuranglah bijak jika Pemerintah 

justru menggunakan dana milik umat Islam untuk membiayai proyek 

infrastruktur. Menurutnya, dana itu sebagian dapat dijadikan modal mendirikan 

Bank Haji untuk membantu kegiatan usaha umat Islam, membangun rumah sakit 

dan sekolah-sekolah. Dengan demikian, umat Islam akan menjadi kuat dan 

sejahtera. 

Berbeda dengan beberapa penyataan di atas, ketua komisi III DPR RI, Ali 

Taher melihat dari persepktif perundang-undangan, yaitu Undang-undang No. 34 

Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Dana haji tidak boleh digunakan 

untuk pembangunan infrastruktur yang tidak berkaitan dengan kepentingan 
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jemaah haji. Namun, jika pemerintah hendak menggunakannya diluar kepentingan 

umat Islam, dan jemaah haji, maka UU No. 34 Tahun 2014 sebagai dasar hukum 

pengelolaan keuangan haji perlu direvisi. Tetapi belum dijelaskan pada bagian 

mana yang perlu direvisi, dan sejauhmana urgensinya.? 

Salah satu kata kunci yang menjadikan suatu negara maju adalah “ketika 

negara lain berfikir, dia merencanakan, ketika negara lain merencanakan dia 

melakukan, dan ketika negara lain melakukan, dia sudah memetik hasil.” 

Barangkali ini gambaran negara Indonesia dengan negara tetangga sebut saja 

Malaysia. Terlepas dari pro dan kontra dengan wacana pemanfaatan dana haji 

yang telah digulirkan oleh pemerintah Indonesia.  

Sejak tahun 1963 Malaysia telah melakukan pengembangan dana haji 

dengan pendekatan bisnis dan investasi melalui Lembaga Tabung Haji Malaysia 

(LTHM). Keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat tidak hanya sekedar 

pembangunan mulai dari perjalanan haji yang murah sebanding dengan ONH Plus 

di Indonesia dan disubsidi hingga 60 % oleh pemerintah, fasilitas lengkap rumah 

sakit di Mekah dan Madinah, pusat kesehatan di Arafah dan Mina, mengelola 

pengaturan pesawat udara, keamanan, akomodasi dan jaminan kesehatan. Bahkan, 

juga infrastruktur, real estate.  

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas, 

Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa pengelolaan dana haji di Malaysia 

sudah terbukti berhasil. Faktor penyebabnya, karena pengelolaan dana haji 
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melalui Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM)
6
 berhasil meringankan biaya 

calon jemaah. Artinya dengan beberapa indikator kesuksesan di atas, Malaysia di 

anggap negara yang layak dijadikan percontohan, sebab beberapa pendapat 

menyatakan “pengelolaan keuangan haji di Malaysia sangat baik”. Di sana, dana 

haji manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh jemaah haji tetapi juga negara. 

Pertanyaan sederhana yang muncul adalah seberapa besar keuntungan dari 

bisnis dan investasi pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh Malaysia, sehingga 

dinilai patut dicontoh oleh nagara lain. Aset bersih dana tabungan haji di Malaysia 

mecapai Rp 180 triliun, dengan keuntungan invetasi mencapai Rp 8 triliun 

pertahunnya,
7
 dan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan.  Sementara di 

Indonesia saat ini baru mencapai Rp 99 triliun, kalau melihat dari hasil aset 

bersihnya Indonesia masih ketinggalan jauh hampir separuh dari aset bersihnya 

Malaysia.  

Dari rasionalisasi angka pertumbuhan penduduk, jemaah haji dan indeks 

kesuksesan pengelolaan dana haji Malaysia dinilai cukup sukses di Asia yang 

patut dijadikan kajian lebih mendalam untuk membangun sebuah sistem dan tata 

kelola keuangan haji yang lebih baik. 

Yang menarik adalah jika BPKH, TH selaku pengelola keuangan haji 

secara korporatif dan nirlaba (pendekatan bisnis-investasi),
8
 apa jenis akad yang 

akan digunakan oleh kedua negara dengan calon jemaah haji.? Hal ini menjadi 

                                                           
6
 Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) didirikan pada tanggal 29 September 1963 M. 

oleh Otoritas Eksekutif  Negara Malaisyia.    

 
7
 Ibid. 

8
 Pasal 20 point (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Haji.  
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penting untuk dijelaskan karena dalam Islam akad menempati posisi yang central 

dan jangan sampai antara maksud dan tujuan calon jemaah haji berakad kepada 

pengelola untuk mengurus keperluan ibadah haji, namun praktiknya dipergunakan 

untuk berbisnis dan investasi.  

Dari latar belakang di atas, kaitannya dengan pengelolaan keuangan haji di 

Indonesia dan Malaysia perlu dilakukan kajian ilmiah terutama bagi negara 

Indonesia yang sedang mencari referensi terkait sistem dan tatakelola keuangan 

haji. Oleh sebab itu, menjadi hal yang urgen ketika sistem pengelolaan dan 

pemanfaatan dana haji di Indonesia masih dalam tahap wacana -kalaupun ada aksi 

tetapi belumlah optimal- sementara negara tetangga telah memetik hasilnya.  

Penulis sangat tertarik untuk meneliti dan melakukan kajian bagaimana 

konsep dan sistem yang dibangun oleh kedua negara dengan melakukan analisis 

membandingkan akad, sistem pengelolaan dan pemanfaatan dana haji agar dapat 

meberikan alternatif solutif tarhadap wacana dan permasalahan pengelolaan 

keuangan haji yang sedang hangat diperbincangkan di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah  

Sebagaimana yang telah diulas dalam latar belakang di atas, maka peneliti 

merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini yang difokuskan pada tiga hal,  

yaitu :  

1. Bagaimana perbandingan konsep akad Calon Jemaah Haji (CJH) dengan 

pemerintah dalam hal ini BPKH dan Tabung Haji Malaysia (TH) selaku 

pengelola keuangan haji.? 
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2. Bagaimana implikasi dari akad tersebut terhadap pengelolaan keuangan 

haji di kedua negara (Indonesia dan Malaysia).?  

3. Bagaimana perbandingan sistem pengelolaan keuangan haji di Indonesia 

dan Malaysia.? 

Selain rumusan masalah di atas, penulis memabatasi pula penelitian ini 

hanya pada akad yang selanjutnya akan dianalisis secara normatif, implikasi dari 

implementasi akad dan perbandingan mekanisme yang telah dilakukan oleh kedua 

negara selama menjalankan kewajiban penyelenggaraan ibadah haji.  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini mejadi suatu yang penting untuk dilakukan, karena selain 

menggambarkan secara terperinci mengenai konsep dan sistem pengelolaan dana 

haji di Indonesia, Malaysia penelitiannya ini juga mempunyai tujuan dan manfaat 

baik secara teoritik maupun praktik. Adapun tujuan dan  manfaat sebagai berikut:  

1. Tujuan 

a) Menjelaskan konstruksi akad dalam pengelolaan keuangan haji;  

b) menjelaskan secara terperinci konsep dan sistem yang 

diimplementasikan di Indonesia dan Malaysia terkait dengan 

pengelolaan keuangan haji yang kemudian dilakukan analisis 

perbandingan; 

c) dari analisis perbandingan, di harapakan dapat mengevaluasi 

peraturan pemerintah (baik yang telah menjadi aturan ataupun baru 

wacana pemanfaatan) terkait pengelolaan dana haji;  
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d) diharapkan mampu menjadi alternatif solutif untuk di kembangkan 

bagi optimalisasi dan efektifitas pengelolaan dana haji. 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka 

penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat baik secara teoritis maupun 

praktik. Adapun penjelesannya sebagai berikut:  

a) Teoritis 

1) Penelitian ini di harapkan dapat berpartisipasi dalam 

pengembangan khazanah keilmuan keilmuan Islam kontemporer, 

khususnya berbagai sistem yang digunakan oleh mayoritas 

negara yang mayoritas muslim dalam pengelolaan keuangan haji.  

2) Menjadi alternatif  referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya 

dalam rangka mengembangkan ataupun mencari solusi yang 

selutif bagi persoalan pengelolaan keuangan haji.   

b) Praktik  

1) Secara praksis, penelitiannya ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi peneliti secara pribadi dan umumnya pada pemangku 

kebijakan untuk dijadikan pertimbangan dalam rangka mencari 

alternatif solusi yang solutif terkait untuk efektifitas pengelolaan 

keuangan haji. 

2) Jika penelitian ini berhasil, dapat dijadikan referensi dan 

mendorong pemerintah untuk merevisi atau bahkan membentuk 

Peraturan Pemerintah mengenai penempatan dana haji untuk 
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investasi sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Haji. 

D. Kajian Pustaka  

Telaah pustaka umumnya berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-

hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki kaitan dengan 

penelitian yang akan di lakukan. Untuk mendukung penelitian yang lebih 

komprehensif, maka studi berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kajian 

terhadap literatur pustaka atas karya-karya yang di anggap mempunyai relevansi 

terhadap tema yang akan di teliti. Studi meimilih tema tentang pengelolaan 

keuangan haji karena menurut hemat studi menarik untuk dijadikan penelitian, 

mengingat negara Indonesia mayoritas muslim dan haji juga merupakan ibadah 

wajib yang berhubungan lansung dengan sang khalik. Tidak hanya sekedar itu, 

idealnya juga membawa dampak positif bagi perekonomian bangsa sebagaimana 

yang telah dilakukan oleh nagara-negara yang mayoritas penduduknya muslim. 

Yang pertama adalah karya saudari Sulasi Rongiyati (Pusat Penelitian, 

Badan Keahlian DPR DI) yang berjudul ”Persepktif Yuridis Pengelolaan Dana 

Haji untuk Investasi Infrastruktur”  yang dimuat dalam majalah info singkat 

hukum; kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis Vol. IX, No. 

15/I/Puslit/Agustus/2017. Hasil dari penelitian saudari Sulasi lebih kepada 

rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintah supaya belajar ke negara Malaysia 

yang dinilai sukses dalam mengelola dana haji dan menempatkannya dalam 

investasi yang produktif. Selain itu, pemerintah di harapkan sebelum membentuk 

Peraturan Pemerintah yang mengatur penempatan investasi Keuangan Haji 
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sebagai pelaksanaan dari UU No. 34 Tahun 2017, terlebih dahulu melakukan 

pemetaan dan kajian agar investasi sesuai dengan perundang-undangan.
9
 Namun, 

penelitiannya ini belum berbicara terkait akad dan mekanisme penggunaan akad 

calon jemaah haji di Malaysia.   

Kedua adalah sebuah penelitian karya saudari Nurul Izzati Septiana Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul ”Konstruksi 

Model Pengelolaan Keuangan Haji pada Bank Syariah di Indonesia.” Penelitian 

ini menggunakan metode Qualitative methods dan Quantitative methods dengan 

Analytic Network Proces (ANP). Sebetulnya studi menganggap bahwa ia berhasil 

membangun alternatif model pengelolaan keuangan haji pada sisi dana pihak 

pertama (modal) bank dengan akad musyarakah mutanaqisah, serta 

mengidentifikasi masalah-masalah yang disertai dengan solusi strategis dari 

model tersebut. Meskipun begitu, berbicara terkait tentang pengelolaan keuangan 

haji penelitian ini baru mengulas persoalan yang ada di satu obyek yaitu bank 

syariah di Indonesia terkesan mengambang dan belum begitu jelas arah dari 

penelitiannya.
10

  

Ketiga adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh Zubeidi (Dosen Fakultas 

Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu) penelitian ini berusaha untuk mengungkap 

sisi-sisi manajerial pelaksanaan haji di Indonesia dan memberikan kategorisasi 

pelaksanaan haji secara ideal. Baik dari sisi pelayanan petugas, kesahatan jemaah, 

dan keamanan selama menjalankan haji. Namun, dalam penelitian ini belum 

                                                           
9
 Ibid., hlm. 1-4.   

 
10

 Nurul Izzati Septiana, Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji pada Bank Syari‟ah 

di Indonesia, Tesis tidak diterbitkan, Magister Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

Konsetrasi Keuangan dan Perbankan Syari‟ah, 2015. 
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menyinggung terkait pengelolaan keuangan yang secara rasional masuk dalam 

kategori manajerial.
11

 

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Yahdi (Mahasiswa 

Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga) dengan judul penelitian 

”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji”. Penelitian yang berbasis data lapangan, yang dapat dikategorikan 

pada manajerial-prosedural. Kenapa dikatakan manajerial-prosedural? Sebab hasil 

akhir dari penelitian ini lebih fokus pada pembahasan penerimaan, pengembangan 

dan pengeluaran dana haji. Namun, satu kesimpulan dari penelitian ini dapat 

dijadikan referensi untuk menyatakan bahwa investasi dana haji di Surat Utang 

Negara (SUN) belum sesuai dengan prinsip syari‟ah.  

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebagaimana disebutkan di 

atas, studi menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan mengenai 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana/Keuangan Haji; Studi Perbadingan di Negara 

Indonesia dan Malaysia belum pernah dilakukan dan jelas sangat berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode komparatif dalam 

rangka memperoleh alternatif yang solutif terhadap permasalahan pengelolaan 

keuangan haji di Indonesia, sedangkan beberapa penelitian yang telah dilakukan  

sebelumnya baru sebatas membahas dinamika perskripsi-perskrispsi hukum, 

membandingkan dan membedakan sistem pengelolaan keuangan haji khususnya 

di negara Indonesia sendiri maupun dengan negara yang lain. 

                                                           
11

 Zubaedi, “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi 

Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)”, Jurnal Manhaj Vol. 3, No. 1, 

Juli 2015. 
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E. Kerangka Dalil dan Teoritik 

Pengelolaan merupakan kegiatan yang memanfaatkan dan pengendalian atas 

semua sumber daya insani ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan 

dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengelolaan keuangan haji, 

pengelolaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, 

meningkatkan rasionalitas dan efesiensi penggunaan BPIH, dan meningkatkan 

manfaat bagi kemashlahatan umat Islam.
12

  

Hal yang paling menggembirakan dalam khazanah intelektual Islam adalah 

munculnya kecendrungan-kecendrungan baru yang berkaitan dengan pemahaman 

perskripsi-perskripsi al-Quran dan hadis, terjadinya pergeseran paradigma, 

pemahaman general dan normatif menuju pemahaman yang spesifik dan empirik 

telah mampu memfomulasikan teks-teks yang bersifat normatif, subyektif, 

individualistik dan a-historis menjadi suatu formula yang lebih empiris, obyektif, 

struktural dan kontekstual.
13

 Oleh karena itu, kedua sumber hukum Islam tidak 

dapat berdiri sendiri tanpa adanya peran akal manusia untuk mengungkap pesan-

pesan tersirat di dalamnya. 

Studi menyampaikan dua kerangka (dalil dan teoritik) dalam upaya 

membedah dan menjawab persoalan di atas : 

                                                           
12

 Pasal 3, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.   
 
13

 Syukri Syamaun, “Emansipasi Sosial Dalam Kerangka Amar Ma‟ruf,” Jurnal Al-Bayan, 

vol. 8:8 (Juli-Desember 2003), hlm. 1. 
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Kerangka Dalil 

                    

                  

   14 

                    

   15 
1) Kerangka Teoritik 

Kerangka teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai pisau analisis 

peneliti dalam menganalisis data-data penelitian. Adapun teori yang akan 

digunakan di antaranya adalah: 

a) Teori Pemerintahan 

“Tindakan (peraturan) pemerintah terhadap rakyat itu berintikan 

pada terjaminnya kepentingan dan kemashlahatan rakyatnya.” Teori 

ini sangat erat kaitannya dengan kemashlahatan rakyatnya sehingga 

setiap kebijakan yang menyangkut hak rakyat harus memiliki sasaran 

yang tepat dan berdayaguna.  

                                                           
14

 Taufiq, Muhammad, ”Al-Qur’an Digital “Quran In Word Ver 2.0”, Taufiq Product, 

2004. Lihat juga, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Al-Qur’an dan Tafsir Jilid 2 Juz 4-6, 

(Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 153-154. Menegaskan bahwa dilarang 

memakan, mengambil, harta orang lain, dilarang membunuh dan bunuh diri.  
 
15

 Selama 14 abad silam hingga saat ini, umat Islam tidak pernah melegalisasi riba dalam 

bentuk apapun termasuk biaya dalam transaksi peminjaman; menurut para ahli hukum dalam fikih 

mengklasifikasi riba dalam dua kategori, yaitu: 1) Riba nasiah (hutang piutang), 2) riba jual beli. 

Riba jual beli di bagi menjadi dua a) riba fadal dan b) riba nasa. Syamsul Anwar, Studi Hukum 

Islam Kontemporer, cet. ke-1 (Jakarta: RM Books, 2017), hlm. 87-128. 
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Menurut qawaid fiqhiyah kekuasaan yang khusus itu lebih kuat 

daripada kekuasaan yang umum, hal ini berarti bahwa suatu persoalan 

terkait dengan pengelolaan keuangan haji, maka kedudukan dan 

wewenang pemegang kekuasaan yang khusus untuk menanganinya 

lebih kuat ketimbang penguasa umum, sehingga penguasa umum tidak 

dapat bertindak lansung terhadap objek, sebab ada wewenang khusus 

yang fokus untuk menanganinya.
16

  

Namun, apakah ada proses akad/perjanjian terlebih dahulu antara 

pemerintah dengan calon jemaah haji dalam proses kepengurusan 

ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji? pertanyaan ini dapat 

dijelaskan oleh teori akad tak bernama yang akan penyusun gunakan 

dalam membedah pokok masalah di atas. 

b) Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)  

Persoalan terkait dengan akad pengelolaan keuangan haji termasuk 

permasalahan fikih kontemporer. Oleh karena itu, lembaga Fatwa DSN-

MUI menysaratkan ada solusi yang solutif dalam menggunakan akad 

dengan pengelolaan keuangan haji. Pada praktik dalam transaksinya 

harus melihat beberapa akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam. 

Kajian fikih muamalat dikenal beberapa akad yang ada pada transaksi 

muamalat, diantaranya adalah sebagai berikut: 

  

                                                           
16

 Ibid., hlm. 136-137.  
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1) Akad Wadiah 

Akad wadiah berarti sesuatu yang dititipkan, uang atau lainnya 

kepada seseorang yang menjaganya untuk dikembalikan kepada 

pemiliknya pada saat diminta.
17

 Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-

Baqarah [2]: 283 sebagai berikut.
18

 

                     

                         

                    

 
19 

 

Beberapa ketentuan hukum wadiah adalah sebagai berikut:
20

 

a) Penitip dan penerima wadiah (titipan) harus orang mukallaf dan 

orang sempurna akalnya. 

b) Penerima titipan tidak wajib menganti wadiah (jika titipan 

gratis) yang rusak kepadanya jika ia tidak teledor dan tidak 

sengaja merusaknya. 

                                                           
17

 Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhajul Muslim. Terj. Fadli Bahri (Jakarta: PT. Darul Falah, 

2008), hlm.546-547. 
 
18

 Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Syigma 

Exsamedia Arkannlema, 2005), hlm. 49. 
 
19

 Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, hlm. 49. 
  
20

 Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhajul Muslim. Terj. Fadli Bahri, hlm. 547. 
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c) Penitip berhak mengambil titipannya kapan saja dan penerima 

wadiah berhak mengembalikan barang titipan kepada penitipnya 

kapan saja ia mau. 

d) Penerima wadiah tidak boleh memanfaatkan wadiah dengan 

pemanfaatan apapun kecuali dengan ijin dan kerelaan penitip. 

Jika terjadi konflik apakah wadiah sudah diambil atau belum oleh 

penitipnya, maka ucapan yang diterima ialah ucapan penerima wadiah 

dengan disuruh sumpah, kecuali jika penitip bisa menunjukkan barang 

bukti yang menegaskan bahwa wadiahnya belum diambil. 

2) Akad Wakalah 

Wakalah ialah perwakilan oleh seseorang kepada orang yang 

bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang perwakilan 

diperbolehkan di dalamnya.
21

 Adapun ketentuan-ketentuan 

hukumnya adalah sebagai berikut.
22

 

a) Wakalah sah dengan perkataan apa saja yang menunjukkan 

adanya ijin. Jadi tidak disaratkan teks khusus. 

b) Wakalah sah berlaku pada hak-hak manusia. 

c) Wakalah diperbolehkan untuk memferifikasi hukuman dan 

melaksanakannya. 

d) Wakalah tidak sah pada hal ibadah yang tidak boleh 

diwakili. Misalnya shalat dan puasa. 

                                                           
21

 Ibid., hlm. 534. 
  
22

 Ibid., hlm. 534-535. 
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e) Orang yang diwakilkan untuk melakukan jual beli tidak 

boleh membeli atau menjual kepada diri sendiri, anak, istri, 

atau orang yang tidak boleh menjadi saksi bagi mereka. 

f) Wakil tidak berkewajiban mengganti barang jika hilang atau 

rusak jika ia tidak teledor di dalamnya. 

g) Wakalah secara mutlak itu diperbolehkan. 

h) Orang yang diwakilkan untuk membeli sesuatu tidak boleh 

membeli sesuatu yang lain. 

3) Akad Tidak Bernama 

Akad tidak bernama merupakan perjanjian-perjanjian yang 

belum ada pengaturannya secara spesifik baik dalam fikih klasik, 

maupun di dalam kitab perundang-undangan (KUHPerdata dan 

KHUD), di mana akad ini yang menjadi pondasinya adalah asas 

kebebasan berkontrak. Tentang perjanjian tidak bernama ini telah di 

atur dalam KUHPerdata pasal 1319, yaitu “semua perjanjian, baik 

yang mempunyai nama khusus ataupun yang tidak dikenal dengan 

suatu nama tertentu, tunduk para peraturan umum yang termuat 

dalam bab ini.” 

Pada akad pengelolaan keuangan haji, calon jemaah tentu 

memberikan mandat pada pemerintah, yaitu BPKH dalam hal 

mengurus proses ibadah haji itu sendiri. Oleh karena itu, ada potensi 

pengembangan akad tidak bernama seperti akad takaful yang 
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menggabungkan beberapa akad menjadi satu yaitu, akad tabrru, 

akad wakalah menjadi akad Takaful.  

c) Teori Manfaat (al-mashlahah) 

Pada dasarnya hukum Islam bersifat elastis, dinamis bukan 

sebaliknya bersifat secret, dan statis. Bahkan, dengan kedinamisannya 

hukum Islam sangat apresiatif dan adaptif terhadap dinamika perubahan 

sosail dan kamajuan zaman. Sifat yang multidimensional dengan ruang 

lingkup yang mencakupi semua aspek kehidupan manusia. Tujuan 

semua itu tidak lain adalah untuk menciptakan kemashlatan bagi umat 

manusia. 

Secara sederhana manfaat atau mashlahat diartikan sebagai sesuatu 

yang baik atau sesuatu yang mendatangkan manfaat. Secara leksikal, 

pengelolaan keuangan haji yang mengandung mashlahat adalah menjadi 

penyebab diperolehnya manfaat secara lahir dan batin oleh jemaah haji 

dan umat Islam di Indonesia secara umumnya.  

Beberapa dalil dan kerangka teori di atas cukup relevan untuk membedah 

urgensi pengelolaan keuangan haji di negara Indonesia dan Malaysia sebagai 

perwujudan pembangunan yang holistik dalam multi-dimensi. 

F. Hipotesis 

Dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana haji secara optimal, efektif, dan 

dengan spirit membangun bangsa dan umat manusia diduga ada hubungan yang 

saling menguntungkan. Maka, sesuai dengan tujuan penelitian ini, hipotesis dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Dugaan sementara konstruksi akad antara jemaah dengan pemerintah 

perlu didudukan agar pengelolaan keuangan haji sesuai dengan prinsip 

syariah;  

2. pengelolaan dan pemanfaatan dana haji di negara Indonesia, Malaysia 

dan sangat berpengaruh pada pelayanan, transportasi, keamanan, dan 

jaminan kesehatan bagi jemaah haji khususnya dan dapat meningkatkan 

pendapatan pemerintah;  

3. diduga dari pengelolaan dan pemanfaatan dana haji masyarakat 

mendapatkan manfaatnya seperti pembangunan real estate, proyek 

infrastruktur pemerintah dll;  

4. diduga mempunyai sumbangsih positif bagi pembangunan negara 

khususnya di kedua negara Indonesia, Malaysia.   

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam sebuah penelitian merupakan seuatu hal vital dan 

bersifat ilmiah. Artinya bahwa metode yang digunakan sesuai dengan metode 

yang biasa digunakan dalam penelitian dan dapat diuji. Selain itu juga tersusun 

secara sistematis, terencana, dan terukur. Metode yang dilakukan untuk 

membuktikan objek penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). 

Referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perupa peraturan-

peraturan, fatwa, buku, jurnal, majalah, karya ilmiah ataupun sumber-

sumber lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji terutama 
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yang berlaku di negara Indonesia dan Malaysia. Referensi-referensi tersebut 

dibandingkan, ditelaah, dan dianalisa untuk selanjutnya dijadikan salah satu 

alternatif solutif dan efektif untuk mendorong optimalisasi pengelolaan 

keuangan haji oleh pemangku kebijakan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yang didasarkan pada komparatif normatif. Pendekatan ini 

dilakukan untuk menemukan dan menggali informasi mengenai sistem 

pengelolaan keuangan haji di negara Indonesia dan Malaysia. Hasil 

perbandingan tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong bagi perumusan 

kebijakan tentang pedoman pengelolaan keungan haji di Indonesia terutama 

dalam hal mendorong pembangunan yang telah di canangkan oleh 

pemerintah. 

3. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah penggunaan akad dan proses 

pengelolaan keuangan haji di negara Indonesia dan Malaysia. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menelusuri, menelaah, mengkaji dan menganalisis sumber-sumber data 

yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data tersebut berupa fatwa-

fatwa, peraturan-peraturan atau penjelasan dalam bentuk yang lain yang 

dapat dipertanggungjawabkan terkait sistem pengelolaan keuangan haji di 

negara Indonesia dan Malaysia. 
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5. Sumber Data  

a) Sumber data primer 

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

peraturan-peraturan, fatwa ataupun sumber lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan yang membahas mengenai pengelolaan 

keuangan haji di negara Indonesia dan Malaysia. Sumber lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan tersebut diantaranya berupa web pemerintah 

resmi negara Indonesia, Malaysia. 

b) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dan mendukung data primer untuk 

mengkaji dan menganalisis mengenai permasalahan yang akan diteliti. 

Data sekunder tersebut berupa buku, jurnal, penelitian, dan jenis karya 

tulis ilmiah yang lain. Selain itu, digunakan pula sumber data tertsier 

seperti kamus, ensiklopedia, dan bahan serupa untuk memudahkan proses 

penelitian ini. 

6. Analisis Data 

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir deduksi, 

yakni menganalisis data-data yang berkaitan dengan objek penelitian secara 

umum kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus. Pada tahap 

awal, akan dilakukan perbandingan penggunaan akad, implikasi akad 

dengan sistem dalam pengelolaan keuangan haji, kemudian dianalisis 

dengan disesuaikan pada kerangka teori yang telah ada. Untuk mendapatkan 
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hasil yang diinginkan yakni berupa dorongan bagi pemerintah selaku 

pemegang kebijakan dalam rangka mengoptimalisasi pengelolaan keuangan 

haji di Indonesia. 

H. Sistematika Pembahasan 

Supaya dalam proses penyusunan tesis ini terarah dan tersusun secara 

sistematis dan keseluruhan maka penyusun menggunakan sitematika pembahasan 

yang mencakup lima bab dengan perinciannya sebagai berikut:  

Bab pertama adalah pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, 

rasionalisasi hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab 

ini, studi akan menjelaskan kerangka pemikiran yang akan di uraikan dalam 

penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan secara sistematis.  

Bab kedua adalah kerangka teori, yaitu berisi tentang konsep akad dalam 

hukum Islam, asas-asas pengelolaan dan pemanfaatn keuangan haji dalam 

perspektif hukum Islam dan terakhir teori mashalahah mursalah dalam rangka 

memperbandingan maslahah yang dapat diperoleh dari pengelolaan keuangan haji.  

Bab ketiga adalah tinjauan umum tentang pengelolaan keuangan haji di 

masing-masing negara diantaranya adalah konstruksi akad jemaah haji, menkaji 

sejarah, struktur penyelenggara ibadah haji, dan model tata pengelolaan keuangan 

haji masing-maisng negara, mulai dari peraturan perundang-undangan, sosio-

kultur yang menyebabkan muculnya peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan 

keuangan haji di Indonesia dan Malaysia 
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Bab keempat adalah pembahasan. Pada bab ini, merupakan bagian inti dari 

penelitian, karena berisi tentang perbandingan konstruksi keuangan haji; mulai 

dari konstruksi akad yang lebih tepat dalam pengelolaan keuangan haji. 

Selanjutnya dilakukan analisis perbandingan tentang sistem dan konsep 

pengelolaan keuangan haji di Indonesia dan Malaysia. Analisis perbandingan pada 

bab ini di berdasarkan pada teori umum tentang akad haji, serta implikasinya 

terhadap pengelolaan keuangan haji yang telah di paparkan sebelumnya. 

Selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat merumuskan berbagai 

rekomendasi dalam hal prduktifitas, optimalisasi, dan efektifitas dalam 

pengelolaan keuangan haji baik untuk masyarakat Indonesia dan di ketiga negara 

yang menjadi objek penelitian.  

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan 

rekomendasi. Kesimpulan dari penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab 

permasalahan yang ada. Saran ditujukan pada para pihak-pihak terkait, yang 

secara lansung terlibat dalam pengambil kebijakan pengelolaan keuangan haji. 

Rekomendasi khusus ditujukan pada pengelolaan keuangan haji yang ada di 

Indonesia untuk stata kelola yang berkualitas atau bahkan baru mencari referensi 

untuk tata kelola yang lebih baik. 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP  

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan elaborasi pada bab-bab dan sub-bab sebelumnya, studi yang 

telah dilakukan ini, penulis menyimpulkan beberapa hal pokok yang merupakan 

jawaban dari beberapa persoalan yang telah dicetuskan di dalam rumusan 

masalah.  

Pertama, konstruksi akad haji pada masing-masing negara adalah Indonesia 

menggunakan Akad Wakalah sedangkan negara Malaysia menggunakan skema 

Akad Wadiah Yad adh-Dhamanah. Penulis menyimpulkan bahwa kedua akad di 

atas telah sah (shahih) secara syarak karena telah memenuhi rukun dan syaratnya. 

Namun demikian ada catatan bahwa masih dimungkinkan untuk menggunakan 

skema akad lain misalkan akad tidak bernama yang kemudian dinamai dengan 

”akad haji” pada awal penyetoran atau pendaftaran calon jemaah haji dan hal 

inilah yang mestinya juga digali oleh pemerintah di kedua negara secara 

konsisten.  

Kedua, Implikasi dari kedua akad di atas berlaku bagi kedua pihak, tidak 

lain adalah akibat hukum akad yang melekat pada kedua pihak yang berakad 

maupun terhadap isi dari akad itu sendiri. Dalam arti bagi calon jemaah haji 

haruslah mematuhi tata tertib-aturan dari pemerintah. Bagi pemerintah selaku 

pamanggku tanggung jawab dari jemaah memberikan pembinaan, fasilitas dan 

jaminan keamanan. Begitu juga pengelolaan keuangan ada konsekuensi syarak 
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yang mengisyaratkan untuk dikelola dengan pendekatan bisnis serta investasi, 

mestinya transparansi dan kesyariahannya tetap terjaga. 

Ketiga, hasil dari beberapa perbandingan konsep dan mekanisme 

pengelolaan ibadah dan keuangan haji, bagi penulis Indonesia jauh lebih rumit 

ketimbang Malaysia. Namun, dibalik kerumitan itu dapat disimpulkan bahwa 

dengan berbekal pengalaman dan sistem yang dipersiapkan sedemikian rupa 

Indonesia lebih siap untuk melakukan reaktualisasi nilai-nilai yang telah 

disepakati. Begitu pula manajemen investasi yang baru hanya sebatas pada empat 

instrumen keuangan Islam, akan bertambah dan merambah pada sektor lainya. 

Nilai manfaat di Indonesia selama ini sudah dilakukan di antaranya adalah 

disektor pembangunan sektor pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial-ekonomi, 

perbaikan sarana ibadah serta penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri. Sedikit 

berbeda dengan Malaysia dengan dana haji ia sudah mampu meraup nilai manfaat 

yang cukup fantastis dari beberapa instrumen keuangan Islam dan 11 sektor real.  

B. Rekomendasi 

Berangkat dari beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, studi 

ini menawarkan bebera saran atau rekomendasi yang penulis anggap penting 

untuk ditindaklanjuti, yaitu:  

Pertama, skema akad lain yang berpotensi untuk dikembangkan adalah 

melalui akad tak bernama, yang kemudian misalkan menggunakan nama “akad 

haji” dengan membuat ketentuan-ketentuan khusus pada akad tersebut secara 

sistematis serta mengakomodir seluruh kebutuhan para pihak yang terlibat dalam 
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pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji. Sebagai contoh untuk simulasi 

dapat lihat tabel berikut:  

Rumusan Akad Haji 

Rukun Akad Syarat Umum Syarat Khusus Membatalkan 

1. Para pihak 

yang membuat 

akad 

1) berakal dan 

dewasa,  

2) memiliki 

kewenangan 

terhadap objek 

kontrak. 

1. Bagi pendaftar 

yang telah haji, 

hanya 

diperbolehkan 

mendaftar setalah 

haji minimal 5 

tahun; 

2. jemaah 

mendapatkan 

fasilitas yang 

maksimal. 

1. Jemaah 

Meninggal 

Dunia; 

2. pengelola 

pailit;  

3. Putusnya 

hubungan 

diplomasi 

dengan Arab 

Saudi;  

4. Terjadi 

perang;   

2. Penyataan 

kehendak para 

pihak  

1) harus jelas 

maksudnya,  

2) harus selaras, dan 

3) harus dalam suatu 

majelis. 

1. Pergi haji;  

2. penguasaan dana 

secara penuh; 

 

3. Objek Akad  1) ada ketika kontrak 

berlansung,  

2) sah menurut 

hukum Islam, 

3) dapat diserahkan 

ketika akad, dan  

4) tertentu dan 

dikenal oleh para 

pihak. 

1. CJH 

membayarkan 

sejumlah dana; 

2. harga haji dan 

subsidi harus jelas;  

3. jaminan 

keamanan terhadap 

dana haji; 

4. menetapkan nilai 

manfaat minimal 

tiap tahunnya, jika 

diinvestasikan; 

5. pengelolaan 

tidak mengandung 

unsur gharar dan 

riba 

 

4. Tujuan 

akad
23

 

Tidak bertentangan 

dengan syarak 

Semua instrumen 

sesuai syari‟ah  

 

                                                           
23

 Mengenai hal ini masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama moderen dan 

kontemporer terkait rukun akad. Bagi ulama moderen rukunya hanya tiga, tidak termasuk tujuan 

ke dalam rukun akad. Sementara hasil kajian ilmiah para ulama kontemporer memasukkan tujuan 

akad dalam rukun akad. Jadi, bagi ulama kontemporer rukun akad itu empat. Lihat Syamsul 
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Tabel. Sample pengembangan akad tak benama “Akad Haji” 

Kedua, studi tentang akad-akad perlu untuk dilakukan secara terus-menerus, 

karena hanya dengan dari mempelajari akad tersebut akan mengetahui betapa 

ajaran Islam memperhatikan pemeluknya. Disamping itu, akan diketahui dinamika 

perkembangan akad modern yang belum tentu ada dalam fikih-fikih sebelumnya 

sebagai contoh ‟Akad Takaful‟ dan ‟Akad Haji‟ sekaligus mensosialisasikan dan 

mendidik umat Islam umumnya serta calon jemaah haji secara khusus untuk 

mempelajari akad-akad yang terdapat dalam fikih demi kemashlatan dan 

kenyamanan saat bertransaksi. 

Ketiga, bagi pengelola keuangan haji, dalam hal menjalankan amanah jemaah 

agar selalu profesional, akuntabel, dan sungguh-sungguh untuk selalu berinovasi 

(tidak anti dengan perubahan) dalam melayani jemaah. Terutama berubah untuk 

lebih baik. Pepatah minang mengatakan ”alam takambang jadi guru” tidaklah 

akan turun martabat kita jika mencontoh negara lain yang lebih kecil misalkan, 

lebih baik dalam memabangun sebuah sistem keunagan haji dan kemudian di 

amati, tiru dan modifikasi. 

  

                                                                                                                                                               
Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, op. cit. hlm. 105-106. Ini sejalan dengan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Islam (KHES), Pasal 22, Buku II tentang Akad. 
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